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ABSTRAK    :  -      Negara termasuk Pemerintah Daerah wajib menjamin dan melindungi 

hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi 

secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, 

serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan 

pelanggaran hak anak lainnya sesuai dengan amanat Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa dalam 

rangka optimalisasi penyelenggaraan perlindungan anak perlu 

dilakukan upaya-upaya yang efektif, komprehensif dan integratif 

dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak dan memberikan 

kepastian hukum, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, 

belum mengakomodir kebutuhan hukum di Daerah dalam 

penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan pertimbangan 

sebagaimana dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 

Penyelenggaraan Perlindungan Anak; 

- Dasar Hukum Peraturan Daerah  ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 
RI Tahun 1945, Undang-UU No. 29 Tahun 1959,  UU  No. 23 Tahun 
2002, UU  No. 23 Tahun 2014. 
 

- Dalam Peraturan Daerah Ini diatur tentang Penyelenggaraan 
Perlindungan Anak,  yang isinya memuat: a. Ketentuan Umum,              
b. Tanggung Jawab, c. Kelembagaan, d. Pengembangan KLA,            
e. Koordinasi Penyelenggaraan Perlindungan anak, f. Pendanaan,            
g. Ketentuan Penutup. 

 
 

CATATAN : -  Peraturan Daerah  ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan, 

yaitu  11 Januari  2023. 
-   Ketentuan Pelaksanaan sebagai tindak lanjut berlakunya Peraturan 

Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Bupati. 
- Penjelasan : 4 hlm 

 
 

  


